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Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Fraud
di Instansi Pemerintahan




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesesuaian
kompensasi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan budaya etis organisasi
terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan. Data penelitian ini diperoleh
dari jawaban kuesioner (primer). Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel
kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, dan budaya etis
organisasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya
fraud di instansi pemerintahan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:
(1) semakin sesuai kompensasi maka semakin kecil terjadinya fraud di instansi
pemerintahan, (2) semakin efektif sistem pengendalian internal maka semakin
kecil terjadinya fraud di instansi pemerintahan, (3) semakin baik budaya etis
organisasi maka semakin kecil terjadinya fraud di instansi pemerintahan.
Sebesar 43 persen variasi dalam variabel fraud di instansi pemerintahan
dijelaskan oleh variabel kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian
internal, dan budaya etis organisasi yang digunakan dalam model ini, sisanya
sebesar 57 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain.
Kata kunci: fraud, instansi pemerintahan, kesesuaian kompensasi, sistem
pengendalian internal, budaya etis organisasi
The purpose of this study was to examine the influence,appropriate
compensation, effectiveness of internal control systems, and culture ethical of the
organization against fraud in a government agency. This research data obtained
from the answers to the questionnaire (primary). The findings show that the
variable compensation suitability, effectiveness of internal controls and ethical
culture of the organization partially negative and significant effect on the
occurrence of fraud in a government agency. This study concluded that: (1)
getting appropriate compensation, the smaller the occurrence of fraud in
government agencies, (2) the more effective system of internal controls, the
smaller the occurrence of fraud in a government agency, (3) the better the ethical
culture of the organization, the less occurrence fraud in a government agency. By
43 percent of the variation in the variables fraud in a government agency
explained by variable appropriate compensation, the effectiveness of internal
control and ethical culture of the organization that are used in these models,
while the remaining 57 percent is explained by other variables.
Keywords: fraud, government agencies, appropriate compensation, internal
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Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse Tahun 2016 yang
dikeluarkan oleh The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
melaporkan bahwa dari 2410 kasus yang diinvestigasi yang terjadi di 114
negara, organisasi rata-rata kehilangan 5% dari pendapatan tahunannya atau
senilai US $6,3 triliyun, karena fraud dan penyalahgunaan (abuse). Angka
statistik ini seharusnya menyadarkan banyak pihak dan telah menjadi sebab
yang cukup untuk menerapkan  pencegahan fraud. Bahkan tanpa angka itupun,
dari kasus-kasus fraud yang terungkap selama ini kerugian yang disebabkan
oleh fraud terhadap bisnis telah mengejutkan banyak orang.
Sementara itu berdasarkan data Transparency International pada tahun
2015 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2016, Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia berada di ranking 88 dari 167, bersama dengan Albaina, Algeira,
Egypt, Peru, Morocco, dan Suriname. Indeks Persepsi Korupsi tersebut lebih
buruk dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia,
Thailand, dan Singapura. Sedangkan untuk barometer korupsi di Indonesia,
berdasarkan survey yang dilakukan oleh Transparency International pada tahun
2013 diperoleh hasil bahwa 79% responden merasa bahwa kantor publik/PNS
banyak melakukan tindakan korupsi (sumber: transparency.org). Data ini
menunjukkan bahwa tingkat korupsi di lingkungan instansi pemerintahan
memang sangat tinggi dan bisa mengakibatkan nilai kerugian negara yang tidak
sedikit.
2Angka 79% ini sebaiknya perlu diwaspadai sebelum kerugian negara
semakin besar. Tidak heran pula banyak dilakukan penelitian tentang bagaimana
persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang faktor-faktor yang dapat
memengaruhi seorang PNS melakukan fraud.
Mengapa orang melakukan fraud? Ada banyak teori. Salah satu teori
yang menjadi acuan dalam memahami fraud adalah teori Fraud Triangle. Teori
yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Donald R. Cressey yang memusatkan
pada 3 (tiga) elemen, yaitu: motif atau tekanan, kesempatan dan rasionalisasi.
Manusia pada dasarnya memiliki motif atau tujuan untuk melakukan sesuatu dan
tekanan bisa menyebabkan seseorang berperilaku tidak etis. Selanjutnya
seseorang akan selalu mencari kesempatan dan mencari kelemahan yang dapat
dimanfaatkan untuk keuntungannya. Seseorang tidak akan memikirkan apakah
perbuatannya itu layak atau tidak karena menganggap kebutuhannya lebih
penting dibandingkan dengan kebutuhan orang lain. Vona dalam bukunya terkait
fraud triangle theory (2008:7-8) dikatakan bahwa rasionalisasi adalah keputusan
sadar oleh pelaku untuk menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan
orang lain. Proses keputusan etis bervariasi oleh individu, budaya, dan
pengalaman. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan Cressey bahwa pelaku
rasionalisasi dirinya atas perbuatan yang salah.Oleh karena itu akan muncul
pertanyaan berikut “apakah faktor-faktor yang memengaruhi seseorang
melakukan fraud?”.
Pada elemen pertama teori Fraud Triangle yaitu motif atau tekanan,
menurut Vona (2008:7-8),  motif atau tekanan sering dikaitkan dengan tekanan
pribadi dan/atau tekanan korporasi pada individu untuk melakukan penipuan atau
kecurangan. DI Indonesia biasanya kejahatan penipuan atau kecurangan
dikarenakan kehidupan sosial yang menuntut uang yang banyak demi memenuhi
3kebutuhan hidup. Ini sejalan dengan penelitian Albrecht (2003:32) yang
menunjukkan bahwa kurang lebih 95% dari seluruh kecurangan disebabkan
karena tekanan keuangan dan berkaitan sifat buruk.
Elemen selanjutnya dalam teori Fraud Triangle adalah kesempatan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cressey, pelaku kecurangan selalu
memiliki peluang dan pengetahuan untuk melakukan kecurangan. Association
Certified Fraud Examiner (ACFE) Report to the Nation (2008) ketika melakukan
penelitian juga menunjukkan bahwa pihak karyawan dan para manajer yang
memiliki masa kerja yang lama yang melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan
karena mereka sangat memahami kondisi riil perusahaan sehingga mereka
mengetahui letak kelemahan sistem pengendalian intern dan juga memiliki ilmu
yang cukup agar kejahatan yang mereka lakukan dapat berhasil dengan baik.
Elemen yang ketiga adalah rasionalisasi. Untuk menjelaskan kenapa
rasionalisasi memberikan kontribusi terhadap terjadinya kecurangan, karena
rasionalisasi akan memberikan suatu pembenaran tentang apa saja yang kita
lakukan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri, meskipun tidak memiliki
alasan yang kuat dan pembenaran tersebut juga tidak dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi moral maupun etika. Misalkan seseorang
yang melakukan korupsi, dan uang korupsi tersebut sebagian digunakan untuk
kegiatan keagamaan dan menyantuni fakir miskin. Contoh yang lain, Robin Hood
mempertahankan perilakunya yang tidak jujur dengan beragumen bahwa ia
mencuri dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin (“Robin Hood
defended his dishonest acts by arguing that he "stole from the rich and gave to
the poor”). Hampir setiap kecurangan melibatkan rasionalisasi. Dengan
melakukan rasionalisasi akan membantu seseorang untuk menyembunyikan
ketidakjujuran dari tindakannya. Ini jelas merupakan perilaku yang tidak etis
4dengan menganggap melakukan kejahatan bisa dihilangkan dengan melakukan
kebaikan atas hasil kejahatannya itu. Uraian-uraian di atas telah menjelaskan
bagaimana fraud itu bisa terjadi. Bila peneliti simpulkan berdasarkan ketiga
elemen teori fraud triangle bila diturunkan ada beberapa faktor yang
memengaruhi terjadinya fraud yaitu tekanan keuangan, kemampuan dan
pengetahuan akan kelemahan sistem pengendalian internal, dan perilaku yang
tidak etis.
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan
fraud dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Zulkarnain (2013), melakukan
penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada
Dinas Kota Surakarta. Penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh
negatif antara keefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi,
gaya kepemimpinan dengan fraud di sektor pemerintahan, tidak terdapat
pengaruh antara kultur organisasi dan penegakan hukum dengan fraud di sektor
pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan fraud
di sektor pemerintahan.
Menurut penelitian Pramudita (2013) terdapat pengaruh negatif antara
gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian
kompensasi dan budaya etis organisasi terhadap terjadinya fraud di sektor
pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dan
penegakan hukum terhadap terjadinya fraud di Pemerintah Kota Salatiga.
Sementara Apriadi (2014) yang melakukan penelitian di BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Timur mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara
kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian intern dan budaya etis
organisasi terhadap terjadinya fraud di institusi pemerintahan.
5Setelah peneliti membaca penelitian-penelitian terdahulu, masih terbuka
peluang untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi terjadinya fraud khususnya di sektor pemerintahan, karena
seperti penjelasan di atas bahwa tingkat kecurangan (fraud) di Indonesia
khususnya di sektor pemerintahan masih cukup tinggi.Penelitian ini merupakan
replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Apriadi (2014) dengan mengambil
variabel yang sama yaitu, efektivitas sistem pengendalian internal, kesesuaian
kompensasi, budaya etis organisasi, karena menurut penulis variabel tersebut
cukup dan sesuai untuk dinilai pengaruhnya terhadap terjadinya fraud.
Penulis juga menemukan bahwa terdapat inkonsistensi dalam hasil
penelitian terdahulu contohnya pada penelitian Pramudita (2013) dan Apriadi
(2014) menyimpulkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif
terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintah sementara pada penelitian
Zulkarnain (2013) dan Wulandari (2015) menyimpulkan sebaliknya. Selanjutnya
perbedaan hasil penelitian ditemukan pula pada variabel kesesuaian
kompensasi, penelitian Apriadi (2014) dan Wulandari (2015) menyimpulkan
bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di
instansi pemerintah sebaliknya pada penelitian Wilopo (2006) dan Sulistyowati
(2007) tidak berpengaruh.
Penelitian ini mengambil objek pada instansi pemerintah provinsi di
Sulawesi Selatan. Peneliti belum menemukan penelitian yang menggunakan
objek penelitian yang sama dengan objek penelitian ini. Peneliti memilih objek
penilitian di pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan masih
terdapatnya kejadian fraud di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan
padahal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendapat opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini menandakan
6bahwa, walaupun opini yang didapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum
dapat menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dari fraud.
Menurut Anti Coruption Commitee (ACC), Sulawesi Selatan merupakan
provinsi yang rawan korupsi. Hasil pemantauan ACC menemukan bahwa masih
ada 109 kasus korupsi yang perkembangan penanganan kasusnya lamban dari
tahun 2009 hingga 2016 (tempo.co). Berdasarkan data dari infokorupsi.com
terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan. Kasus tersebut antara lain korupsi bansos pemprov tahun 2008 sebesar
Rp8,8 miliar, kasus Centre Point of Indonesia (CPI) tahun 2014 senilai Rp168
miliar, dan korupsi pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik (FT)
Universitas Negeri Makassar (UNM) senilai Rp40 miliar, serta kasus lainnya.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti
memberi judul penelitian ini “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya
Fraud di Instansi Pemerintahan”.
1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah disebut di atas, penelitian ini
diarahkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut.
a. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud di
instansi pemerintahan?
b. Apakah efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap
terjadinya fraud di instansi pemerintahan?
c. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud di
instansi pemerintahan?
71.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk menguji bahwa:
a. kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud di instansi
pemerintahan,
b. efektivitas sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap terjadinya fraud
di instansi pemerintahan, dan
c. budaya etis organisasi berpengaruh terhadap terjadinya fraud di instansi
pemerintahan.
1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.
a. Kegunaan Teoretis
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi
terjadinya fraud di instansi pemerintah. Di samping itu, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan
membahas tentang fraud dan memperkaya hasil penelitian dan bahan
perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan
pengawasan atas kemungkinan terjadinya fraud di masa yang akan datang.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Agar penelitian yang akan dilakukan menjadi lebih terarah dan tidak
menyimpang dari tujuan pokok penelitian maka perlu adanya batasan ruang
8lingkup penelitian, batasan dalam penelitian ini meliputi antara lain: pegawai
keuangan dan/atau pelaporan keuangan yang berada di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan.
1.6 Organisasi/Sistematika Penulisan
Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi akan terbagi ke dalam 5
(lima) bab sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan organisasi/sistematika
penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan tentang fraud, fraud triangle theory, agency theory,
fraud di sektor pemerintahan serta kerangka pemikiran yang relevan atas
variabel penelitian yaitu kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem pengendalian
internal, dan budaya etis organisasi.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi rancangan penelitian, subjek, tempat dan waktu penelitian,
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi
operasional, serta analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Bab ini berisi gambaran umum pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,
karakteristik responden, statistik deskriptif, deskripsi data variabel, hasil uji
asumsi klasik dan hasil uji hipotesis serta pembahasan.
BAB V PENUTUP





Ada banyak teori, definisi dan istilah yang menjelaskan mengenai fraud
dan dibawah ini adalah beberapa istilah dan pengertian fraud. Menurut Albrecht
et.al (2003:75) dalam bukunya Fraud Examination “Fraud is a generic term, and
embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which
are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false
representations”.
Selanjutnya menurut Tommie, Aaron, Jack and Robert (2006:1), Fraud is
a generic term, and embraces all the multifarious means which humaningenuity
can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over
another by false representations.
Sementara itu Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2008: 6)
menggunakan istilah “occupational Fraud and abuse” dan mendefinisikannya
sebagai penggunaan kedudukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri
melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau
aset organisasi. Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis dapat meyimpulkan
bahwa fraud merupakan bentuk perilaku penipuan, menyembunyikan fakta,
penyalahgunaan yang disengaja, kecurangan atau salah saji untuk memperkaya
diri sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau organisasi.
Fraud bukan sekedar korupsi saja melainkan ada banyak turunan dari
fraud. Berikut berbagai macam turunan fraud dalam gambar 2.1 fraud tree.
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Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2008:7)
Gambar 2.1 Fraud Tree
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2.2 Fraud Triangle Theory
Dr. Donald Cressey, seorang pionir dalam penelitian fraud dan ahli fraud
yang terkemuka, mengembangkan fraud triangle theory. Berikut penjelasan
menurut Vona (2008:7-8) atas tiga elemen fraud triangle theory.
Rationalization. People rationalize. The reasons vary, but the justiﬁ
cation always exists. Fundamentally, rationalization is a conscious
decision by the perpetrator to place their needs above the needs of
others. The ethical decision process varies by individual, culture, and
experience. The ability to identify and rank rationalization is difﬁ cult on a
person b y person basis within the audit process, because of the fact that
organizations are comprised of a number of individuals. Therefore, at an
organizational or departmental level, the issues inﬂuencing individuals are
easier to determine.
Pressures. The pressures are the events occurring within the
organization or in the individual’  s life. The pressures vary by the global
risk factor. With thepressures of fraud, the individual’s personal needs
become more important than personal ethics or the organization’s needs
and goals.  The motive to commit the fraud is often associated with
personal pres- sures and/or corporate pressures on the individual.
However, the motive is actually the willful desire to commit the fraudulent
act. The motive to commit fraud may be driven by the pressures
influencing the individual, by rationalization, or by sheer opportunity.
Opportunity. To commit a fraud, an individual must have access to the
asset or manage a control procedure that allows the commission of the
fraud scheme. A person ’s  position, as well as, their responsibilities and
authorization, also contribute to the opportunity to commit fraud. There is
a direct correlation between opportunity to commit fraud and the ability to
conceal the fraud.






Gambar segitiga (2.2) “Fraud Triangle” menjelaskan mengapa manusia
melakukan fraud. Cressey (1969: 248) menyimpulkan bahwa kecenderungan
fraud terjadi  bila seluruh 3 elemen penting ada secara bersama-sama yakni
motif/tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan
saling berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu fraud.
Setiap eksekutif korporsi perlu memahami fraud triangle dan mengapa karyawan
melakukan bermacam-macam fraud.
Motif atau tekanan adalah alasan seseorang melakukan fraud. Motif atau
tekanan adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi
dan sering menyatakan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. Motif
merupakan kekuatan penggerak di belakang seseorang yang berubah dari taat
hukum menjadi melaksanakan kejahatan. Ada banyak motif untuk melaksanakan
fraud, bagian terbesarnya (kebanyakan) adalah terkait keserakahan, juga
termasuk hidup dibawah garis keinginan seseorang, adanya kebutuhan
keuangan yang segera, hutang,  kecanduan judi dan minum, tekanan keluarga,
dan banyak hal lainnya. Keserakahan merupakan kekuatan yang memotivasi
semua jenis fraud, khususnya corporate fraud pada beberapa tahun belakangan
ini.
Walaupun keserakahan adalah motif yang umum, kadang-kadang rasa
balas dendam dan ego juga berperan. Seorang pegawai mungkin merasa marah
dan bermusuhan terhadap perusahaan karena beberapa kesalahan yang
dibebankan padanya dan ia mungkin mencoba membalasnya dengan melakukan
kecurangan. Walaupun argumennya adalah balas dendam, ketika perilaku
tersebut mengantongi uang dari perusahaan, hal tersebut juga jatuh kepada
keserakahan. Kadang-kadang motifnya adalah nafsu untuk mengalahkan
system. Orang mungkin berpikir bahwa ia lebih pintar daripada setiap orang lain,
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dan ia yakin tidak akan ada orang yang dapat menghentikannya. Tekanan juga
sering menjadi motif untuk melaksanakan fraud. Kadang-kadang orang
melakukan fraud untuk membantu meningkatkan hasil keuangan untuk lini
bawah (bottom-line). Ketidakstabilan emosi juga menjadi faktor yang memotivasi,
tetapi tampaknya jauh lebih kecil daripada motif fraud yang lain. Mengapa
seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan pada sisa hidupnya? Apa
motifnya? Jawabannya adalah sederhana yakni keserakahan.
Kesempatan adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan
suatu fraud.  Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk
melaksanakan fraud biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam
perusahaan dan aksesnya terhadap asset dan catatan. Pengendalian intern yang
jelek berkontribusi atas adanya kesempatan dan fraud. Seorang karyawan yang
dapat melakukan kedua-duanya membuka suatu akun vendor baru dan dapat
juga melakukan pembayaran kepada vendor tersebut, merupakan suatu contoh
kelemahan pengendalian intern dan kesempatan yang baik untuk terjadinya
fraud. Persediaan blanko cek yang tidak disimpan dan dikunci secara layak
adalah contoh lain dari kesempatan. Pemisahan fungsi yang tegas akan
mengurangi kesempatan untuk terjadinya fraud. Dari 3 elemen fraud triangle,
kesempatan adalah suatu area dimana pencegahan fraud dapat menjadi
berperan. Menghilangkan atau mengurangi kesempatan untuk melaksanakan
fraud dan penyalahgunaan adalah penting dalam setiap program pencegahan
fraud.
Rasionalisasi adalah bagaimana pelaku kecurangan menjustifikasi
perilaku yang tidak layak tersebut. Rasionalisasi adalah sebab yang menjelaskan
perilaku seseorang yang berbeda motif antara satu orang dengan orang yang
lain. Ketika elemen kebutuhan dan kesempatan datang bersamaan, pelaku fraud
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yakin bahwa apa yang terjadi tidaklah buruk atau salah. Pelaku fraud sering
berpikir bahwa ia adalah jujur dan ia hanya meminjam dan tidak mencuri dari
perusahaan dan tidak berfikir bahwa ia adalah seorang kriminal yang mencurangi
perusahaan. Ia mungkin mengatakan:  ”saya hanya meminjam uang dari
perusahaan, saya akan membayarnya suatu saat nanti, uang ini tidak banyak,
perusahaan banyak uangnya dan kaya dan tidak terpengaruh kehilangan uang
sekecil ini, setiap orang melakukan hal yang sama, saya tidak akan berhenti
melakukan ini karena kesulitan keuangan yang saya hadapi, tujuannya adalah
tujuan yang baik, perusahaan telah mengeksploitasi saya”.
Banyak para pelaku korupsi yang telah ditangkap, namun tidak satupun
dari mereka yang menyangka akan ditangkap. Mereka semua berpikir bahwa
mereka akan lolos dengan kejahatan yang dilakukannya. Mereka merasionalisasi
apa yang mereka lakukan dan percaya bahwa mereka tidak akan dihukum. Di
sini terjadi pemikiran salah yang mengakibatkan perilaku yang tidak etis.
Dalam penjelasan Vona dalam bukunya terkait fraud triangle theory
(2008:7-8) dikatakan bahwa rasionalisasi adalah keputusan sadar oleh pelaku
untuk menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan orang lain. Proses
keputusan etis bervariasi oleh individu, budaya, dan pengalaman. Ini sejalan
dengan apa yang disebutkan Cressey bahwa pelaku rasionalisasi dirinya atas
perbuatan yang salah.
Selanjutnya Vona menjelaskan bahwa tekanan adalah peristiwa yang
terjadi dalam organisasi atau dalam kehidupan individu, dimana kebutuhan
pribadi menjadi lebih penting daripada etika pribadi atau kebutuhan dan tujuan
organisasi. Motif untuk melakukan penipuan yang sering dikaitkan dengan
tekanan pribadi dan/atau tekanan korporasi pada individu. Namun, motif
sebenarnya adalah keinginan yang disengaja untuk melakukan tindak penipuan.
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Motif untuk melakukan penipuan mungkin didorong oleh tekanan yang
memengaruhi individu, oleh rasionalisasi, atau dengan peluang belaka.
Kemudian kesempatan dalam fraud dikarenakan seorang individu harus
memiliki akses ke aset atau mengelola prosedur kontrol atau sistem yang ada.
Seseorang dengan posisi, serta, tanggung jawab mereka dan otorisasi, juga
berkontribusi terhadap kesempatan untuk melakukan penipuan. Ada korelasi
langsung antara kesempatan untuk melakukan penipuan dan kemampuan untuk
menyembunyikan penipuan.
Rae dan Subramaniam (2008:105), melihat fraud berkaitan dengan
motivasi karyawan untuk melakukan penipuan sebagai akibat dari keserakahan
atau tekanan keuangan pribadi, dan kesempatan mengacu pada kelemahan
dalam sistem dimana karyawan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk
mengeksploitasi, membuat penipuan. Sementara rasionalisasi sebagai
pembenaran perilaku penipuan sebagai akibat dari kurangnya integritas pribadi
karyawan, atau penalaran moral lainnya.
2.3 Agency Theory
Agency theory adalah teori yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling
pada tahun 1976 yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam
hubungan keagenan. Hubungan keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976:
5) merupakan sebuah kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) dengan
orang lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan demi kepentingan
prinsipal. Dalam hubungan keagenan tersebut, menurut Eisendhardt (1989: 56)
dimungkinkan akan timbul dua jenis permasalahan. Permasalahan pertama
adalah adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Perbedaan tujuan ini
terjadi karena baik prinsipal maupun agen memiliki keinginan untuk
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memaksimalkan kesejahteraan masing-masing. Dengan demikian, terdapat
potensi bahwa agen tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan
prinsipal. Permasalahan kedua adalah adanya asimetri informasi. Asimentri
informasi ini merupakan perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh prinsipal
dan agen sehingga prinsipal tidak dapat memverifikasi tindakan agen. Dengan
demikian, prinsipal tidak dapat memverifikasi bahwa agen telah mengambil
tindakan terbaik untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal tersebut.
Permasalahan-permasalahan dalam hubungan agensi tersebut akan
menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan menurut Jensen
dan Meckling (1976: 6) merupakan jumlah dari pengeluaran pengawasan
(monitoring expenditure) oleh prinsipal, pengeluaran perikatan (bonding
expenditure) oleh agen, dan kerugian residual (residual loss). Selanjutnya,
Jensen (1983: 21) memberikan sebuah definisi yang lebih luas dari biaya
keagenan tersebut. Jensen mendefinisikan biaya keagenan sebagai jumlah dari
biaya untuk menyusun (structuring), mengikat (bonding), dan mengawasi
(monitoring) kontrak di antara prinsipal dan agen.
Berdasarkan Agency theory, prinsipal dapat mengurangi biaya keagenan
dengan cara melaksanakan pengawasan dan menyusun kontrak insentif yang
tepat (Pepper dan Gore, 2012: 5). Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan
oleh Eisenhardt (1989: 60) dalam dua proposisinya. Proposisi I menyatakan
bahwa ketika kontrak di antara prinsipal dan agen merupakan kontrak yang
berbasis hasil (outcome), agen akan cenderung bertindak untuk kepentingan
prinsipal. Sedangkan proposisi II menyatakan bahwa ketika prinsipal memiliki
informasi untuk memferivikasi tindakan agen, agen akan cenderung bertindak
untuk kepentingan prinsipal.
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2.4 Fraud di Sektor Pemerintahan
Jenis fraud yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi.
Tuanakotta (2010: 224) mendefinisikan “korupsi adalah penyalahgunaan
wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi”. Menurut Transparency
International dalam Sahetapy (2013: 1-2),
Korupsi adalah perilaku pejabat publik maupun politikus atau
pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan
dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercayakan kepada mereka.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa
pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri,
orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 2),
menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat
merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3), termasuk juga penyuapan,
penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi.
Menurut Sahetapy (2013: 1) korupsi sudah mewabah di Indonesia,
merajalela di hampir seluruh instansi publik, seluruh eselon pemerintahan, baik di
pusat maupun di daerah. Hampir tanpa rasa malu lagi apabila yang
bersangkutan tersangkut kasus korupsi. Bahkan pihak swasta/non pemerintah
turut andil dan bekerja sama dengan pegawai pemerintah dalam tindak korupsi.
Skandal korupsi di Indonesia bahkan sudah dianggap hal yang biasa. Kasus
korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang-orang yang
mempunyai jabatan tinggi, tetapi juga orang-orang yang berada di bawahnya,
baik di pemerintah pusat maupun daerah. Tindak korupsi yang sering dilakukan
antara lain penyuapan, manipulasi laporan keuangan, penghilangan/perusakan
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bukti dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara. Tindakan fraud
ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan.
Berdasarkan hasil simpulan seminar dan workshop Upaya Pencegahan
dan Penanggulangan Korupsi (2006:14) yang dilakukan BPKP pada beberapa
wilayah di Indonesia, berbagai penyebab korupsi sebagaimana tersebut di atas
dapat diidentifikasi berdasarkan tiga aspek sebagai berikut.
1) Aspek Institusi/administrasi, terutama adalah:
a) peraturan perundang-undangan yang tidak realistis dan tidak
akomodatif terhadap pencegahan dan penanggulangan korupsi;
b) ketidakjelasan definisi dan standar operasi pada kegiatan pelayanan
sebagian instansi pemerintah;
c) prosedur administrasi yang rumit;
d) kurangnya keterbukaan informasi;
e) ketiadaan suatu pusat organisasi yang khusus menangani masalah
anti korupsi.
2) Aspek Manusia, terutama adalah:
a) rendahnya integritas dan etika diantara pejabat pemerintahan;
b) sikap dan perilaku egoistik;
c) rendahnya penghasilan dan penghargaan pejabat pemerintahan;
d) krisis kepemimpinan;
e) rendahnya kadar ketaqwaan;
f) perilaku dapat menular.
3) Aspek Sosial Budaya, terutama adalah:
a) hubungan yang erat antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi
non-pemerintah;
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b) kultur yang cenderung permisif, perlakuan kurang terpuji, praktik
pemberian uang dan lain-lain. kalau dicermatii bagaimana suatu
proses kebisaaan yang koruptif itu muncul, selalu dimulai dengan
suatu perbuatan. jika perbuatan tersebut diulang-ulang (karena
tindakan permisif masyarakat), maka akan menjadi suatu kebisaaan.
kebisaaan yang dipertahankan akan menjadi suatu tradisi yang tidak
pernah diubah akan menjadi suatu budaya;
c) masyarakat kurang peduli terhadap permasalahan korupsi;
d) pergeseran nilai logika, sosial dan ekonomi.
2.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Fraud di Instansi
Pemerintahan
2.5.1 Kesesuaian Kompensasi
Kompensasi adalah salah satu hal yang penting bagi karyawan, karena
dengan gaji tersebut seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasibuan
(2002:118) menyatakan bahwa “kompensasi adalah balas jasa yang dibayar
secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti”.
Sedangkan menurut Efendi (2002:244-245) menyatakan bahwa kompensasi
merupakan keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat
dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang
dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya seperti tunjangan
kesehatan.
Selanjutnya menurut Efendi, tujuan memberikan kompensasi adalah
untuk menarik pegawai berkualitas, memotivasi kinerja dan membangun
komitmen karyawan dan sebaliknya bila kompensasi tidak sesuai kinerja akan
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memburuk dan komitmen pun berkurang yang bisa mengarahkan ke hal negatif
dan merugikan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi
pegawai harus sesuai dengan kinerja atau pekerjaan yang telah dilakukannya
sehingga pegawai termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan sebaliknya bila
kompensasi kurang sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan bisa berakibat
menurunnya kinerja dan bahkan kerugian terhadap organisasi dengan
melakukan tindakan fraud. Ini sejalan dengan teori fraud triangle dengan yang
disampaikan Vona (2008:7-8), disebutkan tekanan adalah peristiwa yang terjadi
dalam organisasi atau dalam kehidupan individu, dimana kebutuhan pribadi
menjadi lebih penting daripada etika pribadi atau kebutuhan dan tujuan
organisasi. Selanjutnya Rae dan Subramaniam (2008:105), melihat fraud
berkaitan dengan motivasi karyawan untuk melakukan penipuan sebagai akibat
dari keserakahan atau tekanan keuangan pribadi.
2.5.2 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Salah satu tantangan dalam pencegahan kecurangan atau fraud adalah
bahwa kecurangan pada dasarnya tersembunyi, sehingga wajar jika ada
pendapat bahwa tidak mungkin ada kecurangan dalam organisasi kita, karena
kita yakin bahwa kita adalah orang baik, mempekerjakan orang baik, dan
memimpin organisasi yang baik. Dari sudut pandang tersebut timbul anggapan
bahwa dengan pengendalian internal yang ada sudah cukup untuk mencegah
dan menangkal fraud. Padahal Sarbanes-Oxley, COSO dan jenis lainnya tidak
akan mengurangi kejahatan kerah putih, akan tetapi dapat membuat semacam
pagar bagi pengendalian internal dan pengawasan. Keduanya akan memandu
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pimpinan untuk memahami bahwa dengan lingkungan seperti ini maka risiko
tertangkap bagi para pelaku kecurangan akan semakin tinggi.
Mulyadi (2008: 180) menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal
adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan
personel lain, yang didesain uintuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan tujuan yakni keandalan pelaporan keuangan,
kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.
Menurut Amirullah (2014:20-24) pengendalian internal merupakan suatu
proses komprehensif yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan
keyakinan yang memadai sebagai pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi serta, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum.
Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan informasi yang akan
digunakan sebagai pedoman dalam  perencanaan serta menyediakan informasi
tentang  bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan.
Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan
sumber daya perusahaan.
Menurut Vona (2008:7-8) dalam penjelasannya atas fraud triangle theory,
kesempatan dalam fraud dikarenakan seorang individu harus memiliki akses ke
aset atau mengelola prosedur kontrol atau sistem yang ada. Seseorang dengan
posisi, serta, tanggung jawab mereka dan otorisasi, juga berkontribusi terhadap
kesempatan untuk melakukan penipuan. Ada korelasi langsung antara
kesempatan untuk melakukan penipuan dan kemampuan untuk
menyembunyikan penipuan. Ini menjelaskan bahwa kecurangan bisa terjadi bila
ada kesempatan bagi individu untuk memiliki akses ke aset atau mengelola
sistem untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang efektif dan
baik dalam mencegah tindakan kecurangan.
Dalam pemerintahan kita juga mengenal unsur-unsur  Sistem
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Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  seperti  yang terdapat  dalam
Peraturan  Pemerintah Nomor  60 Tahun  2008,  adalah sebagai berikut.
a. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang
memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah dan
seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam
keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung
terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
b. Penilaian risiko
Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit
organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
c. Kegiatan pengendalian
Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi
risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi
pemerintah dilaksanakan.
d. Informasi dan komunikasi
Infomasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan
atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi
harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain
23
yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu
serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawab.
e. Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu
kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan
evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu menjaga aset,
menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang akurat dan dapat
dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mengurangi terjadinya kerugian,
kecurangan dan pelanggaran.
2.5.3 Budaya Etis Organisasi
Budaya organisasi menurut Robbins (2005: 52) adalah “a common
perception held by the organization’s members; a system of shared meaning”.
Lebih lanjut Robbins menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama
dibentuk oleh anggotanya yang sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi
lain. Menurut Robbins (2005: 60), fungsi budaya organisasi adalah sebagai
berikut:
1) budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan
yang lain,
2) budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi,
3) budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas
daripada kepentingan diri individual seseorang,
4) budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan
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organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk
dilakukan oleh karyawan,
5) budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu
dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.
Menurut Pristiyanti (2012: 5) Budaya etis organisasi juga dapat diartikan
sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dalam
organisasi yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang
sejalan dengan tujuan organisasi.
Tindakan fraud merupakan perilaku yang tidak etis karena telah merusak
budaya etis organisasi. Cressey menjelaskan bahwa rasionalisasi adalah
bagaimana pelaku kecurangan menjustifikasi perilaku yang tidak layak tersebut.
Pelaku fraud menganggap bahwa perilaku yang tidak etis tidaklah salah.
Selanjutnya Rae dan Subramaniam (2008:105) menyebutkan rasionalisasi
sebagai pembenaran perilaku penipuan sebagai akibat dari kurangnya integritas
pribadi karyawan, atau penalaran moral lainnya.
Dalam lingkup pemerintahan, etika aparatur pemerintah diatur dalam
Undang-undang Kepegawaian yang dikenal dengan istilah Kode Etik Pegawai
Negeri atau Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 1 butir 2 disebutkan
bahwa “Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan
hidup sehari-hari”. Sulastri dan Simanjuntak (2007:199-227) berpendapat bahwa
etika organisasi pemerintah sangat terkait dengan perilaku (kode etik) dan
tindakan oleh aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
kerjanya, apakah menyimpang dari aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan
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atau tidak. Salah satu contoh tindakan menyimpang yang dilakukan adalah
korupsi.
Dapat disimpulkan bahwa di suatu lingkungan yang mempunyai budaya
etis organisasi, karyawan akan lebih cenderung menjalankan peraturan-
peraturan perusahaan dan menghindari perbuatan fraud. Jika instansi
mempunyai budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong
karyawannya untuk melakukan tindakan Fraud atau kecurangan.
2.6 Kerangka Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat 2 macam variabel yaitu variabel indepeden
dan variabel dependen. Sugiyono (2008:39) menjelaskan variabel independen
sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering
disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memperngaruhi
atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat). Sedangkan variabel dependen, sering disebut sebagai variabel output,
kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut seagai variabel
terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas.
Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu kesesuaian
kompensasi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan budaya etis organisasi.
Sedangkan variabel dependennya adalah fraud di instansi pemerintahan.
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoretis
2.7 Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya
fraud di instansi pemerintah telah banyak dilakukan. Berikut ini adalah uraian
mengenai beberapa penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang
berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian yang dilakukan Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Apriadi
(2014), Wulandari (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi
berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Namun,
penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Sulistyowati (2007)
menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Sulistyowati (2007) menyatakan
bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh antara kepuasan gaji terhadap
persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Hasil tersebut sama
dengan penelitian Wilopo (2006) bahwa kesesuaian kompensasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
Selanjutnya terkait efektivitas sistem pengendalian intern, penelitian
Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Apriadi (2014), Wulandari (2015)
menunjukkan hasil penelitian bahwa efektivitas Sistem Pengendalian Intern










Budaya etis juga digunakan sebagai variabel dalam Penelitian
Sulistiyowati (2007) yang menemukan adanya pengaruh positif antara kultur
organisasi terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah bahwa tindak pidana
korupsi adalah sesuatu yang buruk. Sementara itu, penelitian yang dilakukan
Pramudita (2013), Apriadi (2014), menyatakan bahwa budaya etis organisasi
berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Berbeda
dengan Zulkarnain (2013) dan Wulandari (2015) yang menggunakan variabel
budaya tidak etis organisasi, memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif
antara budaya tidak etis organisasi terhadap terjadinya fraud.
Daftar penelitian terdahulu secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1
berikut.






























Jensen and Meckling (1976:5-6) menjelaskan dalam teori keagenan
bahwa pemberian kompensasi yang memadai ini membuat agen (manajemen)
bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal (pemegang saham), yaitu
dengan memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan.
Pemberian kompensasi ini diharapkan mengurangi kecenderungan kecurangan
akuntansi.
Penelitian yang dilakukan Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Apriadi
(2014), Wulandari (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi
berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Hasil
penelitian tersebut sesuai dengan teori yang ada.
Berdasarkan uraian mengenai kesesuaian kompensasi dan pengaruhnya
terhadap fraud di sektor pemerintahan, maka dapat dibuat rumusan hipotesis
sebagai berikut:
H1: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap
terjadinya fraud di instansi pemerintahan.
2.8.2 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Sistem pengendalian intern merupakan salah satu bentuk pencegahan
dini atas kecurangan atau fraud yang mungkin terjadi di suatu organisasi. Sistem
ini akan berguna untuk mengatur jalannya operasi suatu organisasi sesuai
dengan tujuan utama organisasi dan menghindari bentuk-bentuk penyelewengan
ataupun kecurangan yang mungkin terjadi. Menurut Mulyadi (2008: 180), sistem
pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan
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komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain uintuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni keandalan
pelaporan keuangan, kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas
dan efisiensi operasi.
Penelitian Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Apriadi (2014), Wulandari
(2015) juga menunjukkan hasil penelitian bahwa efektivitas Sistem Pengendalian
Intern berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan.
Berdasarkan uraian mengenai efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan
pengaruhnya terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan, maka dapat
dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut:
H2: Efektivitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif
terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan.
2.8.3 Budaya Etis Organisasi
Budaya etis organisasi merupakan bagian dari kultur organisasi. Budaya
etis organisasi menurut Pristiyanti (2012: 5) dapat diartikan sebagai pola sikap
dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dalam organisasi yang secara
keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan
organisasi. Perilaku tidak etis di dalam organisasi timbul karena adanya
lingkungan etis yang buruk, di mana lingkungan etis tersebut sangat terpaut
dengan budaya etis organisasi. Semakin baik budaya etis organisasi, maka
perilaku tidak etis di dalam organisasi semakin rendah, yang berarti bahwa
tingkat terjadinya fraud juga rendah.
Penelitian yang dilakukan Pramudita (2013), Apriadi (2014), menyatakan
bahwa budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya fraud di
sektor pemerintahan. Ini sejalan dengan dengan teori yang ada dimana
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lingkungan etis sangat berhubungan erat dengan komitmen organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi seperti menjaga organisasi akan kemungkinan
terjadinya fraud.
Berdasarkan uraian mengenai budaya etis organisasi dan pengaruhnya
terhadap terjadinya fraud di sektor pemerintahan, maka dapat dibuat rumusan
hipotesis sebagai berikut:
H3: Budaya etis Organisasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya





Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuantitatif, dengan rumusan masalah penelitian yang bersifat hubungan kausal
antar variabelnya. Sugiyono (2008:37) menyebutkan hubungan kausal adalah
hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen
(variabel yang memengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang
dipengaruhi). Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang mencoba untuk
mengukur subjek penelitian dengan tepat. Metode penelitian kuantitatif dapat
bertujuan untuk mendeskripsikan atau memprediksi subjek penelitian maupun
membangun atau menguji teori. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan
menggunakan data berupa deskripsi verbal maupun kode numeris.
3.2 Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian
Subjek penelitian adalah pegawai keuangan dan/atau pegawai pelaporan
keuangan yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang
akan dilaksanakan pada kantor Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Penelitian
tersebut direncanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2016.
3.3 Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai keuangan dan/atau pegawai
pelaporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Kriteria
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tersebut yang pertama adalah bahwa pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) aktif
sepanjang tahun 2016. Kriteria kedua adalah bahwa pegawai yang bersangkutan
merupakan pegawai pada bagian keuangan dan/atau pelaporan keuangan
dengan masa kerja minimal dua tahun di bagian tersebut. Kriteria terakhir adalah
bahwa pegawai telah memahami dan menjalankan budaya etis organisasi di
tempatnya bekerja. Dengan memerhatikan ketiga kriteria tersebut, populasi
penelitian ini meliputi 79 ASN di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.
Selanjutnya, ukuran sampel untuk populasi tersebut ditentukan dengan
formula Slovin sebagai berikut (Adanza et al., 2006: 52).= 1 +
Dengan : n = ukuran sampel minimumN = ukuran populasie = marjin kesalahan
Dengan menyubtitusikan nilai N sebesar 79 dan e sebesar 5% pada formula
Slovin tersebut maka akan diperoleh nilai ukuran sampel minimum (n) sebesar
65 ASN (hasil pembulatan ke atas).
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
data primer. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku atau
bahan bacaan dan referensi yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan data
sekunder tersebut digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Data primer
merupakan data yang bersumber dari jawaban responden atas kuesioner
peneliti. Data primer tersebut digunakan untuk mengukur variabel kesesuaian
kompensasi, efektivitas sistem pengendalian intern, dan budaya etis organisasi.
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kesesuaian
kompensasi (X1), efektivitas sistem pengendalian intern (X2), dan budaya etis
organisasi (X3) yang merupakan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya fraud
pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan variabel dependennya
adalah fraud di instansi pemerintahan (Y).
Penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang ada pada penelitian
Apriadi (2014) karena memiliki kesamaan variabel dengan penelitian ini.
Keseluruhan uraian mengenai definisi operasional variabel pada penelitian ini,
dapat dilihat pada subbab berikut.
3.5.1 Kesesuaian Kompensasi
Hasibuan (2002:118) menyatakan bahwa “kompensasi adalah balas jasa
yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan
yang pasti”. Sedangkan menurut Efendi (2002:244-245) menyatakan bahwa
kompensasi merupakan keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai
sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau
lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya
seperti tunjangan kesehatan. Selanjutnya menurut Efendi, tujuan memberikan
kompensasi adalah untuk menarik pegawai berkualitas, memotivasi kinerja dan
membangun komitmen karyawan dan sebaliknya bila kompensasi tidak sesuai
kinerja akan memburuk dan komitmen pun berkurang yang bisa mengarahkan ke
hal negatif dan merugikan.
Pengukuran menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 5 item
pertanyaan. Pertanyaan dalam kuesioner ini dikembangkan oleh Gibson (1997)
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perihal reward dengan indikator:
1. kompensasi keuangan yang sesuai dengan prestasi kerja;
2. kompensasi/bonus atas keberhasilan pegawai dalam melaksanakan
pekerjaan dengan baik;
3. promosi diberikan atas dasar prestasi kerja;
4. pengelolaan manajemen yang baik sehingga penyelesaian tugas juga
baik;
5. keadilan dalam pembagian kompensasi.
Berdasarkan indikator tersebut, dapat diturunkan menjadi pernyataan
dalam kuesioner sebagai berikut.
1. Di instansi tempat saya bekerja, kompensasi keuangan yang diberikan
diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh
pegawai instansi.
2. Di instansi tempat saya bekerja, memberikan kompensasi/bonus lebih
atas keberhasilan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dengan
baik.
3. Di instansi tempat saya bekerja, promosi/kenaikan jabatan diberikan atas
dasar prestasi kerja yang telah dicapai para pegawai instansi.
4. Di instansi tempat saya bekerja, dikelola oleh manajemen yang baik
sehingga para pegawai memulai dan menyelesaikan tugas pekerjaan
dengan baik.
5. Di instansi tempat saya bekerja, telah adil dalam pembagian kompensasi.
Respon dari responden diukur dengan skala likert 1-5 di mana (1) sangat
tidak setuju sampai (5) sangat setuju.
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3.5.2 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Menurut Mulyadi (2008) sistem pengendalian internal adalah suatu proses
yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang
didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga
golongan tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Efektivitas sistem
pengendalian intern adalah persepsi pegawai di instansi pemerintah mengenai
suatu proses yang dijalankan oleh instansi pemerintah yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga hal berikut: (a)
keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengukuran ini memiliki 5 item pertanyaan. Pertanyaan dalam kuesioner
ini dikembangkan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah dengan indikator:
1. pembagian wewenang dan tanggung jawab (lingkungan pengendalian);
2. pelaksanaan otorisasi transaksi dan adanya bukti pendukung (penilaian
risiko);
3. pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi (kegiatan pengendalian);
4. informasi kegiatan operasional instansi dicatat dalam sistem akuntansi
(Informasi dan komunikasi);
5. pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional (pemantauan
pengendalian intern).
Berdasarkan indikator tersebut, dapat diturunkan menjadi pernyataan
dalam kuesioner sebagai berikut.
1. Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian tugas, wewenang
dan tanggung jawab yang jelas.
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2. Di instansi tempat saya bekerja, jika laporan keuangan perlu segera
diterbitkan, maka otorisasi transaksi harus dilaksanakan dan bukti
pendukung harus disertakan.
3. Di instansi tempat saya bekerja, telah diterapkan peraturan untuk
pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi (kas, persediaan, dll).
4. Di instansi tempat saya bekerja, seluruh informasi kegiatan operasional
instansi harus dicatat dalam sistem akuntansi.
5. Di instansi tempat saya bekerja, diterapkan peraturan untuk dilakukannya
pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai
pelaksanaan pengendalian intern (misalnya: derajat keamanan kas,
persediaan, dsb).
Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 di mana (1) sangat tidak setuju
sampai (5) sangat setuju.
3.5.3 Budaya Etis Organisasi
Budaya organisasi menurut Robbins (2005: 52) adalah “a common
perception held by the organization’s members; a system of shared meaning”.
Menurut Pristiyanti (2012: 5) Budaya etis organisasi juga dapat diartikan sebagai
pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dalam organisasi
yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan
dengan tujuan organisasi.
Budaya etis organisasi ini diukur dengan menggunakan 5 item
pertanyaan. Pertanyaan dalam kuesioner ini dikembangkan oleh Robbins
(2005:137) dengan indikator:
1. perilaku atasan sebagai acuan;
2. penerapan kode etik;
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3. pelatihan etis;
4. hukuman bagi tindakan tidak etis;
5. mekanisme perlindungan etika.
Berdasarkan indikator tersebut, dapat diturunkan menjadi pernyataan
dalam kuesioner sebagai berikut.
1. Di instansi, saya melihat perilaku atasan sebagai acuan standar untuk
menentukan perilaku yang akan diambil.
2. Di instansi saya telah diterapkan kode etik yang menyatakan nilai-nilai
organisasi dan berbagai aturan etis yang dipatuhi oleh pegawai.
3. Di instansi saya pernah diadakan seminar dan pelatihan etis mengenai
standar tuntutan organisasi yang menjelaskan praktik-praktik yang tidak
diperbolehkan dan menangani dilema etika yang mungkin muncul.
4. Di instansi saya segala perilaku tidak etis yang dilakukan akan diberi
sanksi.
5. Di instansi saya ada semacam badan pengawas yang menangani
masalah perlindungan etika.
Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 di mana (1) sangat tidak setuju
sampai (5) sangat setuju.
3.5.4 Fraud di Instansi Pemerintahan
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah fraud
di instansi pemerintah. Fraud di instansi pemerintah adalah persepsi
pegawai di instansi pemerintah mengenai kecurangan akuntansi yang
sering terjadi di sektor pemerintahan. Pengukuran ini memiliki 9 item
pertanyaan yang dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan menurut
ACFE (2006) dengan indikator:
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1. pencatatan biaya lebih besar dari semestinya;
2. memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam belanja;
3. transaksi memiliki bukti pendukung ganda;
4. pengeluaran tanpa dokumen pendukung;
5. sisa anggaran dibagikan kepada pegawai;
6. bukti transaksi tanpa otorisasi;
7. harga beli perlengkapan/peralatan dicatat lebih tinggi;
8. menggunakan kuitansi kosong untuk pembelian perlengkapan kantor;
9. perlengkapan/peralatan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
Berdasarkan indikator tersebut, dapat diturunkan menjadi pernyataan
dalam kuesioner sebagai berikut.
1. Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu
biaya dicatat lebih besar dari semestinya.
2. Merupakan sesuatu yang wajar di instansi saya, apabila pengguna
anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai ke dalam
belanja peralatan gedung kantor.
3. Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi saya, apabila suatu transaksi
memiliki bukti pendukung ganda.
4. Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya ditemukan adanya
pengeluaran tanpa dokumen pendukung.
5. Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan
kepada pegawai sebagai bonus.
6. Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti
transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang.
7. Suatu hal yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu
harga beli peralatan/perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi.
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8. Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran
menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan
kantor.
9. Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila perlengkapan dan
peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang
seharusnya dibeli.
Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 di mana (1) sangat tidak setuju
sampai (5) sangat setuju.
3.6 Analisis Data
3.6.1 Karakteriktik Responden
Penelitian ini sebelum deskripsi statistik akan menguraikan informasi
umum mengenai responden yang terlibat dalam penelitian ini yang meliputi umur
jenis kelamin responden, pendidikan terakhir, masa kerja responden pada bagian
keuangan di instansi tempatnya bekerja.
3.6.2 Analisis statistik deskriptif
Sugiyono (2008:147) menyebutkan, statistik deskriptif adalah statistik
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik
deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel
dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel
diambil.
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3.6.3 Uji Kualitas Data
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis
sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut.
Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian tidak memiliki reability (tingkat keandalan) dan
validity (tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi). Pengujian pengukuran
tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang
dikumpulkan. Pengujian validitas dan reabilitas kuesioner dalam penelitian ini
menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution).
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian
validitas ini menggunakan Pearson Correlation. (Ghozali, 2016:54).
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari
kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini
menggunakan Cronbach’s Alpha dengan kriteria pengambilan keputusan
sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016: 43), yaitu jika koefisien Cronbach
Alpha > 0,7 maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien
Cronbach Alpha ≤ 0,7 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.
3.6.4 Uji Asumsi Klasik
Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi
klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan
bermanfaat. Dalam membuat uji asumsi klasik harus menggunakan data yang
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akan digunakan dalam uji regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji
multikolinieritas, dan uji heterokesdastisitas.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi
ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.
Ghozali (2016:154).
Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji statistik Kolmogorov-
Smirnov. Suatu variabel dikatakan normal jika mempunyai pola seperti distribusi
normal jika mempunyai probabilitas signifikansi > 0,05. Ghozali (2016: 31).
2. Uji Multikolinieritas
Uji mulitikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dapat
dilihat dari besaran korelasi antar variabel independen penelitian, nilai tolerance
dan Variance Inflantion Factor (VIF)). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan
terdapat problem multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi di antara variabel independen. Dilihat dari besaran korelasi antar
variabel independen, jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup
tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya
multikolonieritas. Sedangkan jika dilihat dari nilai tolerance dan VIF, nilai cut off
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai
tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. (Ghozali, 2016:103-104)
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
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yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Uji
heterokdastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai
prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot
menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar
kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi
heterokedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka
tidak terjadi heterokedasrisitas (Ghozali, 2016:134).
3.6.5 Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat rata-rata
nilai variabel yang dipakai. Kuesioner diarahkan untuk jawaban positif atau
negatif. Variabel pengalaman dan kompetensi, interval jawaban terdiri dari 1
sampai dengan 5, dan jawaban poin 4 dan point 5 merupakan jawaban positif
karena jawaban point 4 adalah setuju dan poin 5 adalah sangat setuju. Untuk
menguji hipotesis mengenai kesesuaian kompensasi, efektivitas sistem
pengendalian intern, dan budaya etis organisasi, digunakan pengujian hipotesis
dengan uji t.
1. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R2 yang kecil
menggambarkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai mendekati 1 (satu) berarti
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variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95).
2. Uji t
Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan
menentukan level of significance-nya. Level of significance yang digunakan
adalah sebesar 5% atau (α) = 0.05. Jika sign. t > 0.05 maka Ha ditolak namun
jika sign. t < 0.05 maka Ha diterima dan berarti terdapat pengaruh yang signifikan





Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis secara
parsial yang telah diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
terjadinya fraud di instansi pemerintahan yang berarti semakin sesuai
kompensasi yang didapat pegawai maka semakin kecil fraud yang akan
terjadi. Dalam fraud triangle theory, Vona (2008:7-8), disebutkan tekanan
adalah peristiwa yang terjadi dalam organisasi atau dalam kehidupan
individu, dimana kebutuhan pribadi menjadi lebih penting daripada etika
pribadi atau kebutuhan dan tujuan organisasi. Sehingga bisa dikatakan
bila motif atau tekanan atas seorang pegawai berkurang maka
keinganannya untuk melakukan tindakan fraud akan berkurang juga.
2. Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap terjadinya fraud di instansi pemerintahan. Ini
menunjukkan bahwa semakin baik dan efektif sistem pengendalian
internal maka semakin kecil pula kejadian fraud di instansi pemerintahan.
Menurut Vona (2008:7-8) dalam penjelasannya atas fraud triangle theory,
kesempatan dalam fraud dikarenakan seorang individu harus memiliki
akses ke aset atau mengelola prosedur kontrol atau sistem yang ada.
Kecurangan bisa terjadi bila ada kesempatan bagi individu untuk memiliki
akses ke aset atau mengelola sistem untuk itu diperlukan suatu sistem
pengendalian internal yang efektif dan baik dalam mencegah terjadinya
fraud.
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3. Budaya etis organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
terjadinya fraud di instansi pemerintahan sehingga semakin baik budaya
etis suatu organisasi maka semakin kecil keterjadian fraud. Ini sesuai
dengan dengan teori yang ada, Rae dan Subramaniam (2008:105)
menyebutkan rasionalisasi sebagai pembenaran perilaku penipuan
sebagai akibat dari kurangnya integritas pribadi karyawan, atau penalaran
moral lainnya. Bila lingkungan etis baik maka pegawai akan berkomitmen
dalam mencapai tujuan organisasi seperti menjaga organisasi akan
kemungkinan terjadinya fraud.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran
sebagai berikut.
1. Kesesuaian kompensasi bagi pegawai atas kinerja akan mengurangi
kemungkinan terjadinya fraud di instansi pemerintah. Kompensasi berupa
penghargaan atau piagam bisa menjadi motivasi tersendiri bagi pegawai.
2. Setiap instansi pemerintah harus menerapkan budaya etis organisasi dan
dikembangkan agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan aman.
3. Sistem pengendalian internal harus terus-menerus dikembangkan sesuai
dengan keadaan instansi agar tetap bisa menjadi pelindung atas
kemungkinan fraud.
4. Peneliti berikutnya dapat menambah variabel atau mengganti variabel
agar diperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi.
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5.3 Keterbatasan Penelitian
Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal
mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini
yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut.
1. Peneliti kesulitan menyampaikan kuesioner karena pimpinan SKPD
yang sulit ditemui dan kesibukan pegawai pada masa akhir tahun.
2. Pada saat pengisian kuesioner ada beberapa responden yang tidak
didampingi, sehingga pengumpulan kuesioner menjadi semakin lama.
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Untuk mengisi daftar pertanyaan ini, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden
cukup memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia yang
menurut Bapak/Ibu/Sdr/i paling tepat atau paling sesuai dengan kondisi
Bapak/Ibu/Sdr/i Responden. Setiap pertanyaan membutuhkan hanya satu
jawaban.
Kriteria Jawaban:
1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. N = Netral
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju
Identitas Responden:
Inisial Responden : ........................................................
Umur : ..................... tahun
Jenis Kelamin : Laki laki Perempuan
Pendidikan Terakhir : S3 S2 S1
Masa Kerja : 2 - 5 tahun
5 - 10 tahun
> 10 tahun
Kesesuaian Kompensasi STS TS N S SS
1. Di instansi tempat saya bekerja,
kompensasi keuangan yang diberikan
diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan
yang telah dilakukan oleh pegawai instansi
2. Di instansi tempat saya bekerja,
memberikan kompensasi/bonus lebih atas
keberhasilan pegawai dalam melaksanakan
pekerjaannya dengan baik
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3. Di instansi tempat saya bekerja, promosi /
kenaikan jabatan diberikan atas dasar
prestasi kerja yang telah dicapai para
pegawai instansi
4. Di instansi tempat saya bekerja, dikelola
oleh manajemen yang baik sehingga para
pegawai memulai dan menyelesaikan tugas
pekerjaan dengan baik
5. Di instansi tempat saya bekerja, terjadi
keadilan dalam pembagian kompensasi
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern STS TS N S SS
1. Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada
pembagian wewenang dan tanggung
jawab yang jelas
2. Di instansi tempat saya bekerja, bila
laporan keuangan perlu segera diterbitkan,
maka otorisasi transaksi harus
dilaksanakan dan bukti pendukung harus
disertakan
3. Di instansi tempat saya bekerja, telah
diterapkan peraturan untuk pemeriksaan
fisik atas kekayaan instansi (kas,
persediaan dan lain-lain).
4. Di instansi tempat saya bekerja seluruh
informasi kegiatan operasional instansi
harus dicatat dalam sistem akuntansi
5. Di instansi tempat saya bekerja diterapkan
peraturan untuk dilakukannya pemantauan
dan evaluasi atas aktivitas operasional
untuk menilai pelaksanaan pengendalian
internal (misalnya derajat keamanan kas,
persediaan dsb).
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Budaya Etis Organisasi STS TS N S SS
1. Di instansi saya melihat perilaku atasan
sebagai acuan standar untuk menentukan
perilaku yang akan diambil
2. Di instansi saya telah diterapkan kode etik
yang menyatakan nilai-nilai organisasi dan
berbagai aturan etis yang dipatuhi oleh
pegawai
3. Di instansi saya pernah diadakan seminar
dan pelatihan etis mengenai standar
tuntutan organisasi, yang menjelaskan
praktik-praktik yang tidak diperbolehkan dan
menangani dilema etika yang mungkin
muncul
4. Di instansi saya segala perilaku tidak etis
yang dilakukan akan diberi sanksi
5. Di instansi saya ada semacam badan
pengawas yang menangani masalah
perlindungan etika
Fraud di Sektor Pemerintahan STS TS N S SS
1. Suatu hal yang wajar di instansi saya,
apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya
dicatat lebih besar dari semestinya
2. Merupakan sesuatu yang wajar di instansi
saya, apabila pengguna anggaran
memasukkan kebutuhan lain yang tidak
sesuai kedalam belanja peralatan gedung
kantor
3. Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi
saya, apabila suatu transaksi memiliki bukti
pendukung ganda
4. Suatu hal yang wajar apabila di instansi
saya, ditemukan adanya pengeluaran tanpa
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dokumen pendukung
5. Bukan suatu masalah bagi instansi saya,
apabila sisa anggaran dibagikan kepada
pegawai sebagai bonus
6. Bukan suatu masalah bagi instansi saya,
apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan
tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang
7. Suatu yang wajar bagi instansi saya, apabila
untuk tujuan tertentu harga beli
peralatan/perlengkapan kantor dicatat lebih
tinggi
8. Suatu hal yang wajar apabila di instansi
saya, para pengguna anggaran
menggunakan kuitansi kosong atas
pembelian bahan perlengkapan kantor
9. Bukan suatu masalah bagi instansi saya
apabila perlengkapan dan peralatan kantor
yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi
yang seharusnya dibeli
>> TERIMA KASIH <<
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LAMPIRAN III
TABULASI JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN UMUR, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN TERAKHIR, DAN MASA KERJA
1. TABULASI JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN UMUR
Umur > 31 Tahun
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 25% 25% 50% 25% 25% 25% 38% 13% 29%
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 3% 25% 63% 38% 38% 38% 38% 38% 25% 63% 40%
3 38% 25% 25% 13% 38% 28% 13% 13% 0% 25% 38% 18% 38% 25% 25% 25% 50% 33% 38% 13% 38% 13% 25% 38% 38% 38% 25% 29%
4 50% 25% 50% 50% 25% 40% 75% 63% 88% 50% 38% 63% 50% 75% 63% 63% 13% 53% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 1%
5 13% 50% 25% 38% 38% 33% 13% 25% 13% 25% 25% 20% 13% 0% 13% 13% 25% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Umur > 41 Tahun
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 5% 5% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 41% 55% 55% 64% 64% 41% 41% 68% 64% 55%
2 18% 27% 18% 5% 9% 15% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 5% 0% 5% 0% 9% 4% 27% 23% 14% 14% 14% 45% 32% 18% 23% 23%
3 23% 23% 36% 9% 23% 23% 18% 9% 14% 9% 9% 12% 36% 14% 23% 18% 27% 24% 27% 18% 14% 14% 14% 9% 18% 9% 9% 15%
4 50% 36% 18% 50% 50% 41% 45% 36% 50% 41% 41% 43% 50% 55% 59% 45% 45% 51% 5% 5% 18% 9% 9% 5% 9% 5% 5% 8%
5 9% 14% 23% 32% 18% 19% 36% 55% 36% 50% 45% 45% 9% 32% 14% 36% 14% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Umur > 51 Tahun
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 47% 53% 74% 53% 37% 37% 63% 47% 47%
2 26% 32% 32% 0% 5% 19% 0% 5% 0% 16% 11% 6% 21% 0% 0% 5% 5% 6% 58% 47% 11% 21% 32% 47% 37% 32% 47% 37%
3 0% 11% 11% 5% 16% 8% 11% 0% 16% 5% 21% 11% 16% 11% 32% 16% 26% 20% 26% 5% 16% 5% 11% 11% 21% 5% 5% 12%
4 26% 47% 42% 58% 53% 45% 47% 58% 53% 42% 47% 49% 58% 63% 58% 63% 53% 59% 0% 0% 21% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 4%
5 47% 11% 16% 37% 26% 27% 42% 37% 32% 37% 21% 34% 5% 26% 11% 16% 16% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Umur < 51 Tahun
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 47% 53% 65% 53% 53% 47% 65% 59% 53%
2 12% 6% 24% 6% 6% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 6% 0% 6% 5% 29% 35% 29% 29% 24% 41% 35% 24% 29% 31%
3 12% 18% 29% 29% 29% 24% 6% 12% 6% 6% 18% 9% 41% 18% 24% 12% 35% 26% 35% 18% 18% 0% 24% 6% 18% 12% 12% 16%
4 59% 71% 24% 47% 53% 51% 47% 47% 59% 47% 53% 51% 35% 65% 65% 59% 47% 54% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
5 18% 6% 24% 18% 12% 15% 47% 41% 35% 47% 29% 40% 12% 18% 6% 29% 12% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2. TABULASI JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Laki-laki
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 31% 34% 49% 60% 37% 34% 31% 49% 40% 41%
2 11% 17% 14% 3% 6% 10% 0% 3% 0% 6% 6% 3% 11% 0% 3% 3% 11% 6% 31% 49% 26% 29% 34% 43% 46% 34% 49% 38%
3 14% 17% 26% 14% 29% 20% 14% 9% 9% 14% 20% 13% 23% 17% 20% 17% 37% 23% 34% 14% 20% 9% 20% 17% 14% 14% 9% 17%
4 46% 49% 29% 57% 51% 46% 54% 51% 69% 46% 46% 53% 54% 66% 71% 51% 29% 54% 3% 3% 6% 3% 9% 6% 9% 3% 3% 5%
5 29% 17% 31% 23% 14% 23% 31% 37% 23% 34% 29% 31% 11% 17% 6% 29% 20% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Perempuan
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 32% 61% 52% 71% 71% 48% 48% 77% 65% 58%
2 23% 23% 29% 3% 6% 17% 0% 0% 0% 3% 3% 1% 10% 0% 3% 0% 3% 3% 42% 26% 13% 16% 13% 45% 23% 13% 23% 24%
3 16% 16% 23% 13% 19% 17% 10% 6% 13% 3% 16% 10% 39% 13% 32% 16% 26% 25% 26% 13% 13% 6% 13% 6% 29% 10% 13% 14%
4 42% 42% 29% 35% 39% 37% 39% 35% 39% 35% 39% 37% 42% 55% 39% 55% 55% 49% 0% 0% 19% 6% 3% 0% 0% 0% 0% 3%
5 6% 13% 10% 39% 29% 19% 45% 48% 42% 45% 35% 43% 3% 23% 16% 23% 10% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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3. TABULASI JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR
S1
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 50% 46% 62% 48% 37% 33% 56% 46% 46%
2 19% 23% 23% 2% 4% 14% 0% 2% 0% 6% 4% 2% 12% 0% 2% 0% 6% 4% 35% 37% 21% 27% 31% 48% 38% 31% 42% 34%
3 17% 15% 29% 15% 27% 21% 8% 10% 10% 12% 15% 11% 37% 12% 27% 12% 29% 23% 31% 13% 19% 8% 15% 15% 25% 13% 12% 17%
4 44% 44% 27% 42% 42% 40% 52% 40% 54% 35% 44% 45% 46% 65% 58% 58% 50% 55% 0% 0% 13% 4% 6% 0% 4% 0% 0% 3%
5 19% 17% 19% 38% 27% 24% 40% 48% 37% 48% 37% 42% 6% 23% 13% 31% 15% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
S2
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 0% 7% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 29% 50% 57% 36% 50% 43% 64% 50% 44%
2 0% 7% 0% 0% 14% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 7% 0% 0% 4% 14% 50% 29% 36% 43% 50% 36% 29% 36% 36%
3 14% 14% 21% 14% 29% 19% 14% 7% 21% 0% 7% 10% 36% 7% 0% 7% 29% 16% 64% 21% 14% 7% 21% 0% 14% 7% 14% 18%
4 36% 71% 36% 64% 57% 53% 64% 57% 43% 57% 64% 57% 43% 71% 71% 64% 36% 57% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 2%
5 50% 7% 43% 14% 0% 23% 21% 36% 36% 43% 29% 33% 7% 21% 21% 29% 36% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4. TABULASI JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN MASA KERJA
Masa Kerja 2 - 5 Tahun
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 40% 60% 30% 30% 30% 40% 20% 32%
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 2% 20% 50% 20% 10% 30% 30% 30% 20% 40% 28%
3 40% 30% 50% 30% 50% 40% 30% 30% 20% 30% 40% 30% 40% 30% 40% 30% 50% 38% 60% 30% 40% 30% 30% 40% 40% 40% 40% 39%
4 50% 40% 40% 50% 30% 42% 60% 50% 60% 50% 40% 52% 50% 70% 50% 60% 20% 50% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 1%
5 10% 30% 10% 20% 20% 18% 10% 20% 20% 20% 20% 18% 10% 0% 10% 10% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Masa Kerja 5 - 10 Tahun
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 7% 7% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 60% 67% 60% 40% 33% 67% 60% 54%
2 20% 40% 20% 0% 7% 17% 0% 7% 0% 7% 0% 3% 7% 0% 0% 0% 13% 4% 33% 27% 27% 27% 20% 53% 53% 33% 40% 35%
3 20% 20% 33% 0% 20% 19% 0% 0% 13% 7% 7% 5% 40% 7% 13% 7% 20% 17% 27% 13% 7% 0% 7% 7% 7% 0% 0% 7%
4 40% 20% 13% 53% 47% 35% 60% 40% 53% 33% 53% 48% 40% 60% 73% 53% 47% 55% 0% 0% 7% 7% 13% 0% 7% 0% 0% 4%
5 20% 20% 27% 40% 27% 27% 40% 53% 33% 53% 40% 44% 13% 33% 13% 40% 20% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Masa Kerja < 10 Tahun
KESESUIAN KOMPENSASI EFEKTIVITAS SPI BUDAYA ETIS ORGANISASI FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Skala Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Mean
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 32% 49% 49% 66% 56% 44% 44% 66% 56% 51%
2 20% 17% 27% 5% 7% 15% 0% 0% 0% 5% 7% 2% 15% 0% 5% 2% 5% 5% 41% 39% 17% 24% 24% 44% 29% 22% 34% 31%
3 7% 15% 17% 15% 20% 15% 12% 5% 7% 5% 17% 9% 27% 15% 27% 17% 32% 23% 24% 10% 17% 5% 17% 7% 22% 10% 7% 13%
4 46% 59% 34% 51% 54% 49% 44% 51% 59% 46% 44% 49% 51% 61% 59% 56% 49% 55% 2% 2% 17% 5% 2% 5% 5% 2% 2% 5%
5 27% 10% 22% 29% 20% 21% 44% 44% 34% 44% 32% 40% 7% 24% 10% 24% 12% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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LAMPIRAN IV
Uji Validitas dan Reliabilitas
1. Uji validitas dan reliabilitas variabel kesesuaian kompensasi
Cronbach's




2. Uji validitas dan reliabilitas variabel efektivitas SPI
Cronbach's




3. Uji validitas dan reliabilitas variabel budaya etis
Cronbach's




















2. Uji Parsial (Uji t)
